Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Kbupaten XX, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili
oleh Sudirman A. Dg. Mataro, S.Sy, Advokat/Pengacara dari
Kantor “Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi
Tengah” yang beralamat di JI. Tanjung Tada No. 22 Xx, Sulteng,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019,
terdaftar dengan Nomor 73/C-111/2019, tanggal 27 Maret 2019,
selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di BTN xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota
Xx, dalam hal ini diwakili oleh Harun, S.H., Helmy, S.H. dan Ida
Nurita, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor “Lembaga
Pengembangan Hukum Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi
Manusia” yang beralamat di Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli
Utara, Kecamatan Xx Selatan, Kota Xx, Sulteng, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, terdaftar dengan
Nomor 82/C-1V/2019, tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Tgk Pemohon dan Termohon;

& belah pihak yang berperkara;

77/Pdt.G/2019/PA Pal., telah

] agafmana tercatat pada Duplikat Kutipan
x/Kug, x/xx/l/2019, atas Kutipan Akta Nikah
I 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Selatan,
Kota XX ;

2.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

orang tua Pemohon di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Xx, Provinsi
Sulawesi Tengah lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bungku
Tengah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
masing-masing bernama :

- Anak 1 (laki-laki), umur 9 tahun.

- Anak 2 (laki-laki), umur 8 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon
sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon untuk tinggal

di tempat kerja Pemohon dengan alasan orang tua Termohon tinggal di

Xx. Pemohon sudah tiga kali meminta Termohon agar bisa ikut dengan

Pemohon namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon.

b. Pihak orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam

masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
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isan tersebut terjadi sejak tahun
Jang pamit kepada Pemohon untuk
ohon dan Pemohon mengijinkan

saat ini Termohon tidak pernah

rsebut sehingga mengakibatkan

rumah sejak tahun 2012 sampai

dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Xx segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Xx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Subsider
Apabila Pengadilan Agama Xx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya ;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan
termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di
persidangan, dan untuk upaya perdamaian, majelis hakim telah memberi
kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh jalur
mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., dan di persidangan pula
telah diupayakan menasihati pemohon dengan termohon agar dapat
mempertahankan rumah tangganya, namun segala upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil.
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tersebut, Termohon telah

Bahwa pada in mohonan Pemohon tidak benar, yang benar bahwa
sejak tahun 2010 Termohon diberangkatkan ke Xx karena kondisi sakit xx
dalam keadaan hamil 7 bulan anak ke 2, atas rujukan dokter Rumah Sakit
Daaerah xx, dan proses pengobatan memakan waktu lama sampai
melahirkan anak ke 2;

- Bahwa tidak benar ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah nasihat orang tua
untuk anaknya;

- Bahwa sejak bulan xx 2011, Termohon memutuskan untuk bekerja guna
membantu memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon,
kemudian Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja, namun Termohon
menolak permintaan Pemohon tersebut dan tetap bekerja di kantoran, maka
disitulah awal ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak tahun xxx, Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sampai
diajukannya permohonan cerai ini, Pemohon tidak memberi nafkah kepada
Termohon bersama anak-anaknya, hanya orang tua Pemohon yang memberi
uang jajan kepada anak-anak, itupun tidak cukup sehingga termohon tetap
bekerja demi memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak;

- Bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon
dan termohon, kurang lebih delapan tahun, Termohon juga tidak lagi

menginginkan untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon;
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pwdiuraikan Termohon tersebut, apabila
‘ a Termohon meminta agar majelis
r meburut Syari'at Islam tentang
selanjutnya menjatuhkan putusan

f\gama XXx;

dijawab secara detail oleh Termohon, sehingga terkesan bahwa Termohon
hanya mengejar nilai uang (materi) sebagaimana termuat dalam rekonvensi;

- Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin (4) perihal Termohon
diberangkatkan ke xx dalam kondisi sakit di bawah pengawasan dokter
adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bahwa sebenarnya
keadaan Termohon saat itu sudah agak membaik ketika dirawat di Rumah
Sakit Umum Daerah xxx, karena pada saat itu sudah melewati masa-masa
kritis penyakit malaria, tetapi kepanikan yang berlebihan dari keluarga
Termohon (orang tua) mengambil tindakan diluar kewenangannya, dengan
membawa anak dan istri Pemohon ke xx tanpa persetujuan suami
(Pemohon).

- Bahwa tindakan yang sangat tidak terpuji pula dilakukan keluarga
Termohon (orang tua) di waktu yang bersamaan anak Pemohon yang
sedang sakit dalam pelukan Kakeknya (ayah Pemohon) diambil paksa (cara
kasar) untuk di bawah ke xx, memasuki kamar tanpa seizin kelaurga
Pemohon untuk mengambil seluruh pakaian istri dan anak Pemohon, tentu
tindakan yang dilakukan oleh keluarga Temohon (orang tua) tersebut sangat
mencampuri rumah tangga Pemohon.

- Bahwa tidak ada kata nasihat dari orang tua kepada anaknya, terbukti
ketika pemohon ingin menjemput istri dan anak pemohon, justru orang tua

Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon pulang ke
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suami, karena memang Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke xxx, dan
lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.

- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja karena
Pemohon ingin agar Termohon kembali ke Xx, dan Pemohon sudah
membuatkan rumah dengan kios, untuk itu Pemohon sudah tiga kali datang
ke xxx untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang ke Xx.
- Bahwa dalil Termohon pada poin (6), yang menyatakan Pemohon tidak
memberikan nafkah kepada Termohon bersama anaknya, itu adalah tidak
benar karena Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dan
anak-anak Pemohon.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (7) adalah pengakuan terang-terangan
Termohon yang menyatakan bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama
terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang lebih delapan tahun), maka
Termohon juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga
bersama dengan Pemohon.

- Bahwa dalam waktu antara tahun xxx sampai dengan tahun 2014,
selama tiga tahun Pemohon telah tiga kali berusaha untuk menjemput
Termohon bersama anak agar rumah tangga kembali seperti sediakala,
namun Termohon sudah tidak lagi mempunyai niat baik untuk memperbaiki
rumah tangga.
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dalil-dalil sebagaimana yang telah
Afituk itu termohon dalam hal ini

)ut Tergugat dalam rekonvensi ini
gnggugat dalam rekonvensi ini;

Jénsi yang ada relevansinya dengan
lkan satu kesatuan yang tidak

tidak termasuk bonus dan tunjangan;

- Bahwa sejak tahun xxx, tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat bersama dua orang anak, sehingga wajar dan patut apabila
tergugat dihukum untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau)
kepada penggugat dan 2 orang anak sejumlah Rp x.xxx.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Desember 2010,
sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selain itu tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada
Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3
bulan = Rp xx.x00.000,00 (xxx juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana maksud Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
(tergugat) wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat (bekas istri),
sejumlah Rp xx.000.000,00 (xx juta rupiah);

- Bahwa dua orang anak bernama Anak | dan Anak 2 masih di bawah
umur, sehingga penggugat menuntut hak asuh terhadap dua orang anak
tersebut;

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka
Tergugat selaku ayah dari dua anak tersebut mempunyai kewajiban
menafkahi kedua orang anak tersebut, untuk itu Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 orang anaknya sejumlah Rp
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4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat
sejumlah Rp x.000.000,00 (xx juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak I, umur x tahun dan Anak 2,
umur xx tahun kepada Penggugat;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada dua
orang anaknya tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) perbulan peranak sampai kedua anak tersebut dewasa atau
dapat hidup mandiri;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam konvensi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
- Bahwa sebenarnya Tergugat bukanlah karyawan tetap pada kantor Xx,
melainkan karyawan yang masih berstatus kontrak yang akan berakhir
bulan Desember 2019, dengan gaji sesuai UMR Rp 1.900.000,00 tambah
uang makan rp 12.000. di tambah uang kehadiran kurang lebih Rp
600.000,00, jadi total secara keseluruhan adalah Rp 2.500.000,00.
- Bahwa sebenarnya Tergugat pada saat itu tidak ingin berpisah, namun
karena campur tangan orang tua Penggugat menyebabkan rumah tangga
ini menjadi tidak harmonis, dan keinginan Penggugat lebih memilih tinggal

bersama orang tuanya dari pada mengikuti suami ke xx.
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mendengar/mengikuti kemauan orang tua Penggugat, dan Penggugat

sudah tidak mempunyai niat baik untuk mempertahankan rumah tangga
bersama Tergugat, terbukti sudah tiga kali Tergugat datang ke Xx untuk
menjemput Penggugat dengan anak-anak, tetapi Penggugat tidak mau
mengikuti suami (Tergugat) dan lebih memilih tinggal bersama orang tua
Penggugat di Xx, sehingga tindakan seperti itu adalah termasuk perbuatan
durhaka kepada suami, dalam hukum Islam disebut “Nusyuz”, oleh karena
itu Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana
tersebut pada poin (4), (5) dan (6) dalil gugatan Penggugat;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis
Hahim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat dalam gugatan
rekonvensi, karena anak-anak yang dimaksud sampai saat ini berada dalam
penguasaan dan asuhan penggugat sendiri, maka pada persidangan tanggal
24 April 2019, Penggugat menyatakan mencabut tuntutannya dalam hal hak
asuh anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti surat, berupa:
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Akta Nikah Nomor
3 Februari 2017, dari Kantor

ran Transaksi Pengiriman uang
i fBank BRI tahun 2013 - 2019,
Y, dlcaq dicocokkan dan sesuai dengan

da( J
Igjl' ilan Kerja Waktu Tertentu Nomor

0 w Kxx (XX xx), tanggal 1 Januari 2019,

B. Saksi-Saksi :

h |
I'I tan

1. Saksi 1, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xX, bertempat tinggal di Jl. KH. Xx No xx. XX, Kelurahan Besusu,
Kecamatan Xx Timur, Kota Xx, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami-
isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian
pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga
berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang
anak Anak 1 (laki-laki), umur xx tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur xx
tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat

tinggal selama xx tahun lebih;
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Il saksi ketahui adalah Pemohon

ernah data
-

put Termohon, namun orang tua

tida ada kecookan;

- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon datang untuk
menjemput istri dan anaknya, tetapi orang tua Termohon marah
besar karena katanya kecewa sama Pemohon, lalu pulang tanpa
membawa apa-apa;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal
sudah kurang lebih xx tahun lamanya;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx dan
Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Xx;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi kecuali dalam hal urusan anak ;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih selalu mengirim uang
kepada Termohon, saksi pernah satu kali mengantarkan uang
kiriman Pemohon dan orang tua Pemohon kepada Termohon, lupa
berapa jumlahnya;

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang lagi ke Xx,
dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon untuk
merukunkan, bahkan Pemohon pernah datang ke Xx untuk
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Disclaimer

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah orang tua Termohon di Xx selama xx bulan,
kemudian pindah ke Xx dan tinggal di rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi sejak tahun xxx;

Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sebenarnya tidak
bertengkar, hanya saja masalah muncul saat Termohon sakit dan di
rawat di RS Xx, lalu orang tua Termohon datang menjemput
Termohon dan membawa Termohon pulang ke Xx tanpa
sepengetahuan Pemohon, dan kebetulan saat itu juga Pemohon
sedang sakit sehingga tidak menyusul Termohon ke Xx, sampai
Termohon melahirkan anak ke dua, Termohon tetap di Xx dan saat
itu Pemohon mengikuti test pada Bank xx di xx sehingga lambat ke
XX;
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kali menjemput Termohon untuk

grhasil, karena orang tua Termohon

dikirimkanRp=x;000.000,00 (xx juta rupiah) untuk mengganti uang
kantor Termohon, yang dihilangkan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui, karena saksi yang dimintai tolong oleh
Pemohon untuk mengirim uang pada Termohon melalui rekening

saksi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga

kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon masih biasa
berkomunikasi tetapi sangat jarang dan itupun hanya sebatas
persoalan anak-anaknya;

Bahwa sudah pernah ada upaya untuk damai oleh saksi dan
Pemohon sendiri, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau
rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi/

Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat, berupa :

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



XxX Sulawesi Tengah Nomor
Kf xx 2019, Yang dikeluarkan oleh

bertempat tinggal di Jl. BTN xx P xx/x, Kelurahan xx, Kecamatan

Tatanga, Kota Xx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik
kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon selama xx bulan kemudian
pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga
berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang
anak xx (laki-laki), umur xx tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur xx
tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat
tinggal.

- Bahwa penyebab tidak harmonis yang akhirnya berpisah tempat
tinggal antara Pemohon dan termohon karena pemohon tidak pernah
menjenguk Termohon di Xx selama 2 tahun kecuali pada saat terjadi
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T

ke Xx untuk menjemput termohon, namun tidak berhasil karena

Termohon tidak mau rukun lagi bersama Pemohon;

2. Saksi 2 Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx,

pekerjaan xx (Usaha xx), bertempat tinggal di xx, Kecamatan xx Timur,

Kabupaten Xx., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik
kandung Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon selama xx bulan kemudian
pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga
berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang
anak Anak 1 (laki-laki), umur x tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur x
tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat

tinggal.
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pL

Bhgkaran antara Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi tidak tau apakah Pemohon pernah datang
menjemput Termohon, yang saksi tau selama Termohon sakit,
Pemohon tidak datang.

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx, dan
Termohon juga kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Xx;

- Bahwa soal nafkah Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa soal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari cerita orang tua
Termohon,;

- Bahwa sudah ada upaya untuk perdamaian, baik oleh saksi
sendiri, maupun usaha Pemohon, namun tidak berhasil karena
Termohon tidak mau rukun lagi ;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, baik yang diajukan oleh
pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun yang diajukan oleh termohon
konvensi/penggugat rekonvensi, telah diterima dan tidak dibantah oleh kedua
belah pihak.

Bahwa pemohon dengan termohon konvensi/penggugat dengan
tergugat rekonvensi pada akhirnya menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya bahwa pihak pemohon tetap pada isi permohonannya, dan termohon
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- | telah berupaya untuk mendamaikan
e

embali rukun membina rumah tangganya,

Hj. St. Sabiha, M.H., maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata

tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak
dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang setelah
menikah membina rumah tangganya di rumah orang tua Pemohon di Desa
Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Xx, Provinsi Sulawesi Tengah
selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1
umur x tahun dan Anak 2, umur X tahun;

- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga pemohon dengan Termohon sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi tidak harmonis
lagi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2012, disebabkan oleh; Termohon
tidak mau ikut bersama dengan Pemohon untuk tinggal di tempat kerja
Pemohon (di Xx) dengan alasan merawat orang tua Termohon yang tinggal
di Xx, sudah tiga kali Pemohon meminta Termohon agar bisa ikut dengan
Pemohon namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon; Pihak orang
tua dan keluarga Termohon juga sering ikut campur dalam masalah rumah
tangga Pemohon dengan Termohon; dan Termohon sudah tidak mau

mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



" Jung Republik Indonesia

ap, tersebut sehingga mengakibatkan
8ah tempat tinggal sejak tahun 2012

7 ke 2, atas rujukan dokter Rumah Sakit
Daaerah XX ==iig ESES— gobatan memakan waktu lama sampai
melahirkan anak ke 2;

- Bahwa tidak benar ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah nasihat orang tua
untuk anaknya;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2011, Termohon memutuskan untuk bekerja
guna  membantu memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dengan
Termohon, kemudian Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja,
namun Termohon menolak permintaan Pemohon tersebut dan tetap bekerja
di kantoran, maka disitulah awal ketidakharmonisan Pemohon dengan
Termohon;

- Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon hidup berpisah
sampai diajukannya permohonan cerai ini, Pemohon tidak memberi nafkah
kepada Termohon bersama anak-anaknya, hanya orang tua Pemohon yang
memberi uang jajan kepada anak-anak, itupun tidak cukup sehingga
termohon tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-
anak;

- Bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon
dan termohon, kurang lebih xxx tahun, Termohon juga tidak lagi
menginginkan untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan Termohon tersebut, apabila

Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon meminta agar majelis
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benar menurut Syari'at Islam tentang

selanjutnya menjatuhkan putusan

termohon di atas, pemohon

‘ Satl y
ban Termo i ga relevansinya dengan permohonan
- it i

“SERAS!

dijawab 7 Termdion, sehingga terkesan bahwa Termohon
hanya mengecjakpitai-tiane ) sebagaimana termuat dalam rekonvensi;

- Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin (4) perihal Termohon
diberangkatkan ke xx dalam kondisi sakit di bawah pengawasan dokter
adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bahwa sebenarnya
keadaan Termohon saat itu sudah agak membaik ketika dirawat di Rumah
Sakit Umum Daerah Xx, karena pada saat itu sudah melewati masah-
masabh kritis penyakit malaria, tetapi kepanikan yang berlebihan dari keluarga
Termohon (orang tua) mengambil tindakan diluar kewenangannya, dengan
membawa anak dan istri Pemohon ke xx tanpa persetujuan suami
(Pemohon).

- Bahwa tindakan yang sangat tidak terpuji pula dilakukan keluarga
Termohon (orang tua) di waktu yang bersamaan anak Pemohon yang
sedang sakit dalam pelukan Kakeknya (ayah Pemohon) diambil paksa (cara
kasar) untuk di bawah ke xx, memasuki kamar tanpa seizin kelaurga
Pemohon untuk mengambil seluruh pakaian istri dan anak Pemohon, tentu
tindakan yang dilakukan oleh keluarga Temohon (orang tua) tersebut sangat
mencampuri rumah tangga Pemohon.

- Bahwa tidak ada kata nasihat dari orang tua kepada anaknya, terbukti
ketika pemohon ingin menjemput istri dan anak pemohon, justru orang tua
Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon pulang ke
Xx, bahkan orang tua Termohon berkata-kata kasar dan menantang

Pemohon untuk berkelahi, di satu sisi Termohon memilih untuk tinggal
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Ar
ko ené‘:ﬂe Ban alasan tidak ada yang mengurus

1

I Pemohon, sehingga Perbuatan
ya haram, dan konsekuensinya

- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja karena
Pemohon ingin agar Termohon kembali ke Xx, dan Pemohon sudah
membuatkan rumah dengan kios, untuk itu Pemohon sudah tiga kali datang
ke Xx untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang ke Xx.
- Bahwa dalil Termohon pada poin xx), yang menyatakan Pemohon tidak
memberikan nafkah kepada Termohon bersama anaknya, itu adalah tidak
benar karena Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dan
anak-anak Pemohon.
- Bahwa dalil Termohon pada poin (7) adalah pengakuan terang-terangan
Termohon yang menyatakan bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama
terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang lebih delapan tahun), maka
Termohon juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga
bersama dengan Pemohon.
- Bahwa dalam waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,
selama tiga tahun Pemohon telah tiga kali berusaha untuk menjemput
Termohon bersama anak agar rumah tangga kembali seperti sediakala,
namun Termohon sudah tidak lagi mempunyai niat baik untuk memperbaiki
rumah tangga.
Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa
dalam perkara ini adalah soal penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara pemohon dan termohon, yakni :
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alyangtidak P'erlu O ktikaq!llagls _ag mana maksud pasal 311 R.Bg
\ ' '@ng, bah 7 gifeguhkan dalil-dalilnya, pemohon di

orang saksi bernama Saksi | Termohon dan Saksi 2 T, sebagaimana tersebut di
muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P1l) berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, majelis hakim
menilainya sebagai bukti autentik yang memenuhi syarat secara formal dan
secara matetil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga
membuktikan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri yang sah
dan belum pernah bercerai, dan dengan bukti tersebut pula dapat menjadi
dasar hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan perkara perceraian
ke Pengadilan Agama Xx.

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P2) berupa fotokopi 1 rangkap Bukti
Laporan Transaksi Pengiriman uang atas nama xx kepada Termohon
(Termohon) yang dikeluarkan oleh Bank BRI tahun 2013 - 2019, yang dinilai
termasuk akta autentik yang dari padanya diperoleh keterangan bahwa dari
tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah ada kiriman uang dari Pemohon
kepada Termohon melalui rekening ibu Pemohon bernama xx, surat bukti mana
tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga secara formal dan secara materil
bukti surat (P2) tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat
menguatkan dalili Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan

dipertimbangkan.
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“eliva

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri, pernah hidup rukun

selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun
dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xx, namun
sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih;

- Bahwa penyebab tidak harmonisanya antara pemohon dan termohon adalah
karena sejak tahun 2012, Termohon pamit untuk menjengut orang tuanya di
XX, tetapi sampai sekarang ini Termohon tidak kembali lagi ke Xx bersama
Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Xx untuk menjemput Termohon, namun
termohon tidak mau ikut Pemohon, karena orang tua Termohon tidak
mengizinkan:

- Bahwa saksi pertama pernah menemani Pemohon datang ke Xx untuk
menjemput Termohon dengan anak-anaknya, namun orang tua Termohon
marah besar, lalu Pemohon pulang tanpa membawa apa-apa;

- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx,
sedangkan Termohon tinggal bersama prang tuanya di Xx;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih selalu mengirim uang kepada

Termohon, saksi pertama sendiri pernah mengantarkan kiriman uang

Pemohon dan orang tuanya kepada Termohon;
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Disclaimer

berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan

Termohon, oleh karena bukti surat tersebut adalah sama dengan yang telah
diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah dinilai dan
dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimangkan lagi dan harus
dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat (T2) berupa Fotokopi Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor xx/00x/DIS.xx-xx.xx/2019, tanggal xx Xxx
2019, tentang Penetapan Upa Minimum Daerah Sulawesi Tengah, karena bukti
surat tersebut adalah dimaksudkan untuk menguatkan dalil Termohon dalam
gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan kemudian pada bagian
rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon selaku saudara kandung

Termohon pula telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang dikaruniai 2
orang anak laki-laki;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Pemohon sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan
harmonis, sekarang tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah

tempat tinggal selama x tahun lebih;
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dan Termohon tersebut, saksi ketahui dari informasi Termohn dan keluarga
Termohon;

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,
oleh orang tua Pemohon, bakan Pemohon pernah datang ke Xx untuk
menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau
rukun lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak
yang berperkara adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
(1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut mengenai alasan-alasan dalam posita surat permohonan
Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta beresuaian antara satu dan yang
lain, sedangkan keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai
penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya
berdasarkan informasi dari Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
Pemohon tersebut yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg.dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
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Disclaimer

kediaman bersama dengan alasan untuk menjengut orang tua di Xx atau

dengan alasan lain karena sakit dan perlu berobat/dirawat di Xx pada tahun
2012, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi ke Xx bersama
Pemohon, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon berakhir
dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, yang
telah berjalan selama lebih enam tahun.

- Bahwa Pemohon telah berulang kali berusaha menjemput Termohon
dengan anaknya agar kembali untuk menjalani hidup bersama dengan
Pemohon di Xx, tetapi Termohon tidak mau karena orang tua Termohon tidak
mengizinkan dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang
tuanya di Xx dari pada ikut Pemohon.

- Bahwa telah ada pernyataan dari Termohn bahwa “dengan rentang
waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang
lebih delapan tahun), maka Termohon juga sudah tidak menginginkan
kembali hidup berumah tangga bersama dengan Pemohon”.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon,
Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon sampai diajukannya
perkara ini ke Pengadilan Agama,;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan
kembali meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk

mendamaikannya.

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



A lebih pemohon dengan termohon

memilih jalannya sendiri pergi

rasa cinta lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud,
bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling membelakangi, karena keduanya
sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa
yang salah dan siapa yang benar, dan dari siapa penyebab-penyebab
pertengkaran, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga pemohon
dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak
utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena
hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak,
sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara
pemohon dan termohon adalah lebih bermanfaat dari pada
mempertahankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah bersikeras untuk
mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu
mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Bagarah ayat 227
sebagai berikut: j

e o alll 15 FUall T332 05
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
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| tidak sanggup merukunkan lagi,
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

a berqlasar 3 pegttimbangan di muka, maka majelis
daI|I daI n pemohon telah terbukti dan
cudlip beralasan hukum, sesuai dengan

ng Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19

& rlntah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf

(b) dan (f) KompiIaS| Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat diterima dan dikabulkan.
Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak
pemohon, maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan
pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Xx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi
yang isi tuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam
konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut
dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi,
mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap menjadi pertimbangkan pula

dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah seorang karyawan tetap pada Kantor PT Xx

dengan gaji sejumlah Rp x.500.000,00 (xx juta lima ratus ribu rupiah)

perbulan, tidak termasuk bonus dan tunjangan;
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rgygat tidak memberi nafkah kepada
‘ sehingga wajar dan patut apabila
\hafkah madiyah (nafkah lampau)
@jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta
‘g sejak bulan Desember 2010,
kum tetap;

Henggligat slgjum o, .500. { Katu juta lima ratus ribu rupiah) x 3
\ T
biian =4 4@0.000,00
- it

o

91 W Putus karena talak, maka tergugat wajib

Penggugat, sejumlah Rp x000.000,00 (xx juta

rupiah);

- Bahwa dua orang anak bernama Moh. Abid Pratama dan Anak 2 masih
di bawah umur, sehingga penggugat menuntut hak asuh terhadap dua
orang anak tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka
Tergugat selaku ayah dari dua anak tersebut mempunyai kewajiban
menafkahi kedua orang anak tersebut, untuk itu Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayar biaya hidup dua orang anaknya sejumlah Rp
750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan peranak, atau
sesuai kebutuhan anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menuntut agar Pengadilan
memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2.  Menghukum Tergugat membayar Nafkah madiyah kepada
Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
perbulan, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai putusan berkekuatan
hukum tetap;
3. Menghukum Terguat membayar Nafkah iddah kepada Penggugat
sejumlah Rp 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta

lima ratus ribu rupiah);
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ffan hak asuh anak, Penggugat pada
h menyatakan mencabut tuntutan

k asuh anak tersebut tidak perlu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bukanlah karyawan tetap pada kantor Xx, melainkan
karyawan yang masih berstatus kontrak yang akan berakhir bulan
Desember 2019, dengan gaji sesuai UMR Rp 1.900.000,00 dan uang
kehadiran kurang lebih Rp 600.000,00, jadi total secara keseluruhan adalah
Rp 2.500.000,00.

- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak ingin berpisah, namun karena campur
tangan orang tua Penggugat menyebabkan rumah tangga ini menjadi tidak
harmonis, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari
pada mengikuti suami ke Xx.

- Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kebetuhan nafkah anak dan
istri, justru Tergugat dari tahun 20xx sampai dengan tahun 2019 masih
memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai kemampuan Tergugat;

- Bahwa tuntutan nafkah lampau (nafkah madiyah) oleh Penggugat yang
diperhitungkan sejak akhir tahun 2011 adalah tidak pantas bagi Penggugat
untuk menerimanya, disebabkan Penggugat telah meninggalkan rumah di
Xx tanpa persetujuan suami (Tergugat) karena hanya mendengar/mengikuti
kemauan orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mempunyai

niat baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, terbukti
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ergUgat-data & X untuk menjemput Penggugat dengan

Penggutqiga mau mengikuti suami (Tergugat),
5

sekarang.

2. Apakah Penggugat berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan
tuntutannya ataukah tidak .

3. Apakah Tergugat mempunyai penghasilan yang pantas untuk memenubhi
tuntutan-tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan alat bukti (T2) berupa fotokopi Surat Keputusan
tentang Upah Minimum Daerah Sulawesi Tengah, yang dikeluarkan oleh
Gubernur Sulawesi Tengah, dan 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan
dalam uraian bagian konvensi di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti (T2) tersebut diperoleh keterangan bahwa
Upah Minimum daerah Sulawesi Tengah tahun 2019, ditetapkan sebesar Rp
3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bhwa sementara dari bukti (P3) berupa Surat Keterangan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor xxxx/DOxxx-015/0xx, dari PT. xxx,
tanggal 1 Januari 2019, yang berlaku dan mengikat secara khusus bagi
karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja, sebagaimana telah diuraikan
dalam konvensi di muka, telah diperoleh keterangan bahwa Pemohon terikat
sebagai tenaga kontrak yang ditempatkan di Xx, mulai bulan Januari 2019, dan
berakhir pada bulan Desember 2019, dengan diberi gaji sejumlah Rp x.
968.1xx,00 ditambah uang makan sejumlah Rp 12.000,00;
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ug yang ada sekarang sejumlah Rp
gglumlah Rp 12.000,00; dan uang
ely annya adalah Rp 2.808.174,00 (dua
ujuh puluh empat rupiah);

melalikan tanggungjawab memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak yang
mengharuskan Tergugat membayar nafkah yang dilalaikan, maka berdasarkan
fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam bagian konvensi di muka, yang
telah didukung dengan bukti (P2) dan keterangan saksi-saksi, ternyata tergugat
selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap
mengirimkan uang kepada Penggugat sampai diajukannya perkara ini ke
Pengadilan Agama, meskipun jumlahnya tidak tetap dan berpariasi, baik dikirim
melalui perantaraan orang lain maupun melalui rekening Bank kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah berhak atau tidaknya
Penggugat untuk mendapatkan hal-hal sebagaimana yang dituntut Penggugat
dalam gugatannya, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
tahun 1991 dinyatakan bahwa “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami
terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku
kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, terdapat abstrak hukum bahwa “Bilamana
perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah
kepada bekas istrinya yang tidak nusyuz”.

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Dahwa

Istri @e

kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum
sebagaimana tersebut dalam bagian konvensi di muka:
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi sejak tahun 2012, disebabkan oleh Penggugat telah pergi
meninggalkan Tergugat dan tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat di
tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Meskipun pada awalnya Penggugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dengan alasan untuk menjengut orang tua di Xx, atau
dengan alasan lain karena sakit dan untuk berobat/dirawat di Xx pada tahun
2012, namun sampai sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi ke Xx
bersama Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berakhir dengan berpisah tempat yang telah berjalan selama lebih enam
tahun.
- Bahwa Tergugat telah berulang kali berusaha menjemput Penggugat
dengan anaknya agar kembali untuk menjalani hidup bersama dengan
Tergugat di Xx, tetapi Penggugat tidak mau karena orang tua Penggugat
tidak mengizinkan, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan
orang tuanya di Xx dari pada ikut Tergugat.
- Bahwa telah ada pernyataan dari Termohn sendiri bahwa “dengan

rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Penggugat dan Tergugat
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ggugatterhadap Tgfgugat berupa nafkah lampau dan
T J

Alahfifdak beralasan, dan oleh karenanya

Menimbang, bahwa mut’ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada
istri sebagai penghibur sesuai dengan kemampuan suami yang merupakan
suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya tanpa melihat apakah siistri
itu dalam keadaan nusyuz atau tidak, maka sehubungan dengan hal tersebut,
Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang
terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Bagarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai
normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

oealall e 185 953240 lis olallasils

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang bertagwa”.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan nafkah lampau dan
nafkah iddah Penggugat, bukanlah berarti sama sekali mengabaikan nilai-nilai
keadilan bagi seorang istri yang diceraikan, karena Tergugat disisi lain adalah
seorang wanita yang masih punya jasa baik dimasa lalu yang pernah
mendampingi Tergugat selama kurang lebih dua tahun dengan dikaruniai dua
orang anak, oleh karena itu sebagai kompensasinya adalah dengan
menambahkan nilai/nominal tuntutan mut'ah Penggugat yang sejumlah Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, dengan memperhatikan keadaan
Tergugat yang pekerjaannya sebagi karyawan swasta yang berstatus kontrak
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ang la

er ' dwinan penggugat dengan tergugat
)"E , umur 8 tahun, sampai anak tersebut

sebagaimana maksud Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 105 Huruf (c) kompilasi
hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa jumlah/nominal biaya hadanah yang harus
dibebankan kepada tergugat, majelis menggunakan kata minimal dengan
pertimbangan bahwa kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat
seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dan karena mengingat
tempat tinggal penggugat dan tergugat sekarang sudah terpisah, sehingga
tidak mungkin setiap saat atau setiap hari tergugat dapat mencurahkan
perhatiannya kepada anak tersebut, maka harus ditetapkan kewajiban tergugat
untuk memberikannya kepada penggugat setiap bulan, dan oleh karena
Tergugat sebagai karyawan swasta berstatus kontrak yang punya batas waktu
dengan penghasilan sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis
memandang layak jika tergugat dibebankan untuk menanggung/membayar
biaya hadanah untuk dua orang anak setiap bulan kepada penggugat minimal
sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai kedua anak tersebut
dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi segala pembebanan biaya-biaya
kepada Tergugat seperti tersebut di atas, maka kepada Tergugat harus dihukum
untuk menyerahkan kepada Penggugat pada waktu Tergugat mengucapkan
ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Xx
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Menginga, SE etentuan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku serta kaidah Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xx
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang
mut’ah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hadanah dua orang
anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama
Aanak |, umur XX tahun dan Anak 2, umur X tahun, dengan membayar
kepada penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)
perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri
sendiri.
4, Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar uang
mut'ah dan biaya hadanah satu bulan pertama, sebelum pengucapan ikrar

talak;
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_
Rabu tanggat

ketua majelis, didamprt

para hakim anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag.
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa

Pemohon dan Termohon konvensi / Pengggugat dan Tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp  290.000,00
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ratus sembilan puluh enam ribu

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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